
BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR    2    TAHUN 2024

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERANGKAT DAERAH DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang  baik  pada  perangkat  daerah  dan  desa,  Bupati  perlu
melakukan pembinaan dan pengawasan; 

b. bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 19
Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah dan Desa;

Mengingat : 1. Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah;

3. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang   
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang
Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2023 Nomor  41,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

                               1 / 4                               1 / 4



5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  tentang
Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintah
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PERANGKAT DAERAH DAN DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Bupati adalah Bupati Rembang.

3. Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  sebagai  unsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah Otonom.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

5. Perangkat  Daerah  adalah  Perangkat  Daerah  Kabupaten
Rembang.

6. Inspektorat  Daerah  adalah  Inspektorat  Daerah  Kabupaten
Rembang.

7. Perencanaan  pembinaan  dan  pengawasan  adalah  rencana
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
daerah.

8. Pembinaan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  adalah
usaha,  tindakan,  dan  kegiatan  yang  ditujukan  untuk
mewujudkan  tercapainya  tujuan  penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan
Republik Indonesia.

9. Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  adalah
usaha,  tindakan,  dan  kegiatan  yang  ditujukan  untuk
menjamin  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  berjalan
secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 2

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dengan prinsip:
a. profesional; 
b. Independen;
c. objektif; 
d. tidak tumpang tindih antar-APIP; dan 
e. berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.
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Pasal 3

Bupati mendelegasikan Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah
dan desa kepada inspektorat daerah. 

Pasal 4

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah meliputi: 
a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b. pelaksanaan  tugas  pembantuan  yang  bersumber  dari  anggaran

pendapatan dan belanja daerah; 
c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk

ketaatan  pelaksanaan  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria  yang
ditetapkan  oleh  Pemerintah  Pusat  dalam  tahap  perencanaan,
penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan
pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang
menjadi kewenangan daerah; dan 

d. akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  bersumber  dari  
anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

(2) Pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  perangkat  daerah  dilaksanakan
dengan metode:
a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan   

serta pelaksanaan program dan kegiatan;
b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan

terpadu; 
c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu

dari Perangkat Daerah; 
d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya

penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
e. monitoring  dan  evaluasi  terhadap  program  dan  kegiatan  Perangkat  

Daerah.

Pasal 5

(1) Pembinaan dan pengawasan  terhadap Desa  dilaksanakan untuk menjaga
akuntabilitas pengelolaan keuangan.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa; 
b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan 
c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 6

(1) Inspektorat daerah menyusun program kerja pembinaan dan pengawasan
tahunan  berdasarkan  pada  perencanaan  pembinaan  dan  pengawasan
penyelenggaraan  pemerintah  daerah  tahunan  yang  ditetapkan  Menteri
Dalam Negeri.
 

(2) Program  kerja  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  dengan
Keputusan Bupati.
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Pasal 7

Inspektur melaporkan Pembinaan dan Pengawasan perangkat daerah dan desa
kepada Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 24 Januari 2024

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ
Diundangkan di Rembang
pada tanggal 24 Januari 2024    

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

${ttd}

Dedhy Nugraha S.H.,M.Si
Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006
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